BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya laju pertumbuhan populasi penduduk di daerah perkotaan tidak
berbanding lurus dengan ketersedian lahan yang ada. Tingkat kebutuhan lahan
di kawasan perkotaan semakin meningkat, salah satunya peruntukan kebutuhan
tempat tinggal. Peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia (sekitar 70 persen)
didominasi oleh kelompok hunian (Kementrian Perumahan Rakyat, 2009).

Mengacu pada UU tentang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 bahwa
standar kebutuhan luas ruang terbuka minimal 30 persen. Terpenuhinya standar
ruang terbuka di daerah perkotaan sebagai upaya untuk menjamin
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan
keseimbangan mikroklimat, yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih
sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Pada realitanya kegiatan
pembangunan saat ini menimbulkan permasalahan yang berdampak buruk
terhadap eksistensi ruang terbuka yang semakin berkurang, karena pelaksanaan
pembangunan tidak memperhatikan standar minimal ruang terbuka sebesar 30
persen.

Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu
kota Metropolitan, Kota Semarang mampu berkembang dengan pesat.
Perkembangan dapat terlihat dari tingginya kegiatan pembangunan fisik saat ini,
seperti peningkatan infrastruktur jalan dan sarana prasarana untuk menunjang
aktivitas perkotaan yang secara langsung berdampak negatif terhadap lahan non
terbangun semakin berkurang. Lokasi lahan non terbangun identik dengan
daerah pinggiran (peri urban) yang didominasi lahan pertanian. Perkembangan
pembangunan di Kota Semarang sudah mengarah ke pinggiran kota (peri urban)
khususnya yang diperuntukan sebagai permukiman. Menurut Rahayu (2009)
terkait penggunaan lahan, di daerah pinggiran merupakan wilayah yang banyak
mengalami konversi lahan terutama perubahan lahan pertanian menjadi non

pertanian.
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Tingkat laju pertumbuhan populasi yang tinggi di perkotaan menimbulkan
masalah lingkungan, yang kerap terjadi adalah masalah konversi lahan. Jika
kondisi pertumbuhan populasi penduduk lebih besar dibanding laju produksi
bahan pangan, maka akan terjadi krisis pangan. Jumlah bahan pangan yang
tidak cukup secara parallel akan berdampak pada ketergantungan antara suatu
kawasan/wilayah terhadap kawasan lain. Hal ini terjadi di wilayah perkotaan
negara-negara berkembang, dimana wilayah tersebut semakin menjadi pusat
permukiman dan kelompok penduduk dengan keragaman etnik (Jalil,
2005).Kondisi seperti ini mendorong pemerintah maupun masyarakat di
kawasan perkotaan untuk mulai mencoba memenuhi kebutuhan pangan secara
mandiri (Noorsya dan Kustiwan, 2013).

Keberadaan pertanian di wliayah perkotaan memberi nilai positif bukan
hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga ada nilai-nilai praktis
yang dapat berdampak bagi keberlanjutan ekologi maupun ekonomi wilayah
perkotaan. Nilai-kehadiran pertanian perkotaan (urban farming) dapat dilihat dari
aspek ekonomi, ekologi, sosial, edukasi, estetika dan wisata. Pertanian
perkotaan pada bangunan dengan lahan terbatas seperti bangunan vertikal
dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan secara
mandiri yang efektif terhadap isu keterbatasan lahan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efisiensi perancangan hunian susun dengan penerapan
urban farming?

2. Bagaimana efisiensi perancangan hunian susun vertikal terhadap
prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan kesetiakawanan yang
berkembang dalam permukiman horizontal?

3. Bagaimana mengembangkan konsep urban farming dalam hunian susun
vertikal sehingga memberikan dampak positif bagi setiap penghuni

khususnya masyarakat menengah kebawah?
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1.3 Tujuan

1.

Mewujudkan rancangan hunian susun dengan penataan ruang yang
efisien guna memaksimalkan fungsi ruang serta memenuhi standar
ruang terbuka wilayah perkotaan.

Membangun hunian susun yang adaptif terhadap prinsip-prinsip yang
sudah berkembang pada permukiman horizontal. Diharapkan dapat
menghadirkan suasana dan kehidupan sebagaimana sebelumnya serta
dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni di dalamnya.

Urban farming sebagai upaya dalam mengatasi menipisnya lahan
pertanian yang berperan sebagai produsen bahan pangan.

Hasil urban farming dapat menjadi solusi untuk memenuhi ketahanan
pangan secara mandiri dan memiliki nilai jual yang mampu
meningkatkan perekonomian penghuninya.

Keikutsertaan masyarakat secara individu maupun kelompok dapat
menunjang keberhasilan urban farming sehingga ekosistem kota

menjadi seimbang.

1.4 Orisinalitas

Setelah melihat dari beberapa jurnal, proyek Hunian Susun dengan Konsep

Urban Farming di- Semarang ditemukan judul yang serupa dengan fungsi

bangunan yang serupa juga, namun topik atau pendekatan yang diangkat

berbeda. Penulis mengangkat pendekatan arsitektur ekologis.

Tabel 1. Orisinalitas

Topik / Pendekatan yang .
No. | Judul Proyek _ Nama Penulis
diangkat
1. Perancangan Rumah Ditya Raras
Susun dengan Konsep o _ Vidyani, Albertus
_ _ Bioclimatic Architecture _
Urban Farming di Jakarta Prawata, Michael
Pusat Isnaeni

15




Urban Farming dalam
Kampung Vertikal sebagai
Upaya Efisiensi
Keterbatasan Lahan

Arsitektur Perilaku

Atik Dwi Nur'Aini

Hunian Vertikal dengan
Lahan Produktif di

Surabaya

Lingkungan

Louis Satria
Purwanto, Rony

Gunawan Sunaryo

Edible Housing: Hunian
Vertikal dengan Integrasi
Pertanian Urban

Green Architectures

Tiffany Elshandy

Hunian Susun dengan
Konsep Urban Farming di

Semarang

Arsitektur Ekologis

Renaldi Satriawan

Sumber : Analisa pribadi
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